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ABSTRAK 

Nur Dwi Astuti, 201510115115, Kepastian Hukum Terhadap Pengguna Narkotika 

Berdasarkan Sema Nomor 04 Tahun 2010 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 

698/Pid.Sus/2016/PN. Bdg) 79 halaman 2019” 

  

Kualifikasi perbuatan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri pada prinsipnya 

menganut sistem pemidanaan ganda, dimana hakim yang memeriksa perkara 

penyalaggunaan narkotika tersebut diberi kebebasan untuk memutus untuk 

menempatkan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dipenjara atau 

memerintahkan untuk direhabilitasi. Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung 

Nomor: 698/Pid.Sus/2016/PN. Bd, hakim telah memvonis penjara penyalahguna 

narkotika yang mengakibatkan perlu adanya kepastian hukum bagi pengguna 

narkotika. 
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode 

penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data 

sekunder. 
Kesimpulan Penelitian ini terjadi ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim 

dalam putusan nomor 698/Pid.Sus/2016/PN. Bdg dengan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 karena dalam 

pertimbangannya hakim telah mengenyampingkan ketentuan pasal 127 Undang-

Undang Narkotika dan lebih mengutamakan penggunaan pasal 111 untuk 

menjerat terdakwa dengan sanksi pidana yaitu penjara selama 4  Tahun. 
 

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Narkotika, Pertimbangan Hakim.  
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ABSTRACT 

 

Nur Dwi Astuti, 201510115115, Legal Certainty Against Narcotics Users Based 

on Sema Number 04 of 2010 and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics 

(Case Study of Decision of Bandung District Court Number: 698 / Pid.Sus / 2016 

/ PN. Bdg) 79 pages 2019 ) 

 

The qualifications of self-perpetrators of narcotics abusers principally adhere to a 

dual punitive system, whereby judges examining cases of drug use are given the 

freedom to decide to place narcotics abusers for themselves imprisoned or 

ordered to be rehabilitated. Case Study of Decision of the Bandung District Court 

Number: 698 / Pid.Sus / 2016 / PN. Bd, the judge has sentenced the prisoner of 

narcotics abusers which resulted in the need for legal certainty for drug users. 

In this study using juridical-normative research methods. The normative juridical 

research method is a library research on secondary data. 

Conclusion This study occurred in a mismatch between the judges' considerations 

in the decision number 698 / Pid.Sus / 2016 / PN. With Law Number 35 of 2009 

concerning Narcotics Jo. SEMA Number 4 of 2010 because in its consideration 

the judge had ruled out the provisions of article 127 of the Narcotics Act and 

prioritized the use of article 111 to ensnare defendants with criminal sanctions, 

namely imprisonment for 4 years. 
 

Keywords: Legal Certainty, Narcotics, Judge Considerations. 
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